
 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 
KECAMATAN PADEMAWU 

DESA PADEMAWU TIMUR 
Jalan Raya Pademawu Timur, NoTelp (0324) 

                   Kecamatan Pademawu 69381 
 

 

PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

T E N T A N G 

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI  PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR, 

 

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten 

Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 

Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung 

jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021; 

 

Mengingat :  

 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 

20, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3273) 

; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ; 

5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaga Negara Republik 

Undonesia Tahun 2020 Nomor 87); 

6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang  

Pengelolaan Keuangan Desa; 



7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang  

Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

9. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 

Tahun   2020   tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan 

Stabilitas   Sistem   Keuangan   untuk   Penanganan   Pandemi 

Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  dalam rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87) ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 

dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 

Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2020; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indodesia Nomor 

156/PMK.07/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa; 

13. Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  1261/PRI.00/IV/2020 

Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan; 

14. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya 

Tunai Desa; 

15. Surat Edaran Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor : 

S.2294/MH.01.03/VIII/2020 Tentang Gerakan Setengah Juta 

Masker untuk Desa Aman Covid-19. 

16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 20 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dalam rangka pemuliham ekonomi di Propensi Jawa Timur. 

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. 

19. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Provensi Jawa Timur Nomor: 124 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Tehknis Operasional Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur. 

20. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2021. 

21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2021 Tentang 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.Peraturan Bupati  



Pamekasan Nomor 21  

22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 

2018 Nomor 17) ; 

23. Peraturan Bupati  Pamekasan Nomor 35 Tahun 2021  tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Tahun Anggaran 2021; 

24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2021 tentang tentang 

petunjuk tehknis pelaksanaan Dana Desa Tahun anggaran 2021; 

25. Surat Edaran Bupati Pamekasan Nomor 736/238/432.312/2020 

tanggal 30 April 2020 tentang Petunjuk teknis pendataan dan 

pencairan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) 

26. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor: 188/379/432.013/2021 

tentang Penetapan Perubahan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021. 

27. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 

RPJMDesa Tahun 2019/2025. 

28. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

RKPDes Tahun 2021. 

29. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Laporan Pertanggung Jawaban APBDes Tahun 2020. 

30. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

Pendapatan Asli Desa Tahun 2021. 

31. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 

Penyertaan Modal Bumdes 2021. 

32. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Perdes APBDes Tahun 2021. 

33. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Perdes Perubahan APBDes Tahun 2021. 

34. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Perdes RKPDes Tahun 2022. 

35. Peraturan Desa Pademawu Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Perdes PADes Tahun 2022. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan Kesepakatan Bersama  

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADEMAWU TIMUR 

dan 

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA (APBDes) DESA PADEMAWU TIMUR TAHUN 

ANGGARAN 2021 

 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa      Rp. 2,671,499,643.00,- 

2. Belanja Desa  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 656,941,686.00,- 

b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 986,396,078.73,- 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 205,155,597.00,- 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 452,659,797.00,- 

e. Penanggulangan Bencana Rp. 258,400,000.00,- 

 

Jumlah Belanja Rp. 2,559,553,158.73,- 

 

Surplus/Defisit Rp. (111,946,484.27),- 

 

        

3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan   Rp.   ,27,181,019.73,-  

b. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.    139,127,504.00,- 

Selisih Pembiayaan( a – b )  Rp.  111,946,484.27,- 

 

Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran      Rp.  85,558,551.05,- 

  

 

 

Pasal 2 

 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 

Anggaran 2021 

2. Lampiran II : Laporan Aset Desa sampai dengan tahun berjalan 



3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. 

 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dalam 

Lembaran Desa. 

Pasal 5 

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini  dalam 

Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa. 

 

 

Telah di Evaluasi  Bupati/walikota 

a.n. Camat ....... 

ttd(...............................................) 

Ditetapkan di  Desa Pademawu Timur 

         Pada tanggal 28 Desember 2021 

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR 

 

 

 

 

JUMA’ATI ELIS SUSANTI 

 

Diundangkan di Desa Pademawu Timur 

Pada Tanggal 28 Desember 2021 

SEKRETARIS DESA PADEMAWU TIMUR 

 

 

 

 

       AKH. SA’ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
 
 
 

 

 

    

PERATURAN DESA PADEMAWU TIMUR 

NOMOR 8 TAHUN 2021  

 

TENTANG 

 
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 (APBDes) 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESA PADEMAWU TIMUR  

KECAMATAN PADEMAWU 

KABUPATEN PAMEKASAN 


